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PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 14/02.188.3/HK/VII1/2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

. bahwa dalam rangka sinkronisasi beberapa ketentuan dalam Keputusan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006,
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

. bahwa penyesuaian acuan-acuan hukum tersebut, dimaksudkan pula

dalam rangka efektifitas pelaksanaan belanja daerah yang dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Daerah.

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3962 ) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287); |

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355) ; |

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;




6.

11.

12.

13.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagalmaa 1a telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 443 8):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (L&mbamn Negara Tahun 2000 Nomor 63
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

_ Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
J asa K@nstmkﬁl (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembmaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65
ibahan Lembaran Negara Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped'man
Pembinaan dan Pengawasan Penyelemgaraan Pemerintah Daera
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembamm
Negara Nomor 4593); |

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahlm 2006 tﬁn,;fs:;g Penem}-
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nor
20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 46(}9)

Pemerintah sebaga mana telah
raturan Presiden Nomor

sebagalmana temh dm,ah dengm Pemf iran Presmien Nogm 65 Tahun
2006;

. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang K@ jasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pen}fedlaan Infrastruktur ;

. Peraturan Menteri Dalam

Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Li
Negeri ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;




20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2006
tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

o)

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3.
4
5

Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur.
. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan / Dinas / Sekretariat
Daerah / Sekretariat DPRD / Kecamatan / Rumah Sakit Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan
Pengelolan Keuangan selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolan
Keuangan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Kutai Timur.




14,

15,
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengguna F ar_;;;_g adalah pejabat pemegang pengguman barang milik Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditu
menggunakan barang yang berada dalam penguasaant

njuk oleh pengguna barang untuk
ya.
Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan

mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Timur.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuang D
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usal

Pejabat Pembuat K,mmztmen yamg selanjutnya dmmgkat PPK adalah pejal
dengs:, keputusan PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, sebagai
yang bertanggung jawab atas p @lwszmm pengadaan barang / jasa.

dengan su;rat pemmah yang
bgram sesual dengan bidang tugasnya.

N« g dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran tert kur pada pmgram tersebut dan terdiri dari sekumpulan tmdakan
ngerahan sumber daya berupa personil, barang modal tarmasuk peralatan dan tekhnologi
| inasi dari | jenis sumber daya tersebut sebagm

in keluaran (Gutput) dalam bentuk barar

nggaran yang tersedia.

) untu meng;

>ngadaan barang / jasa Pem@rmwh Daerah adalah kegiatan
diblaym dengan APBN/APBD.
penyedia barang / jasa,

laan barang / jasa yang
baik yang dilaksanakan secara sw;{{ celola maupun oleh

Panitia Pengadaan adalah tim yang dlangkat @leh PA atau KPA Jika pada Sekretmat Daerah,
dengan Surat Perintah asa.

untuk melak

*knis adalah pemoml yang dltumuk umuk mengawasl pelaksanaan
aKtu tertentu sesuai jangka waktu yang telah -dltetapkan sebagaimana
dalam kontrak pada paket- pekerjaan tersebut, meliputi Panitia Pemeriksa Barang / Direksi
Haman / Pengawas Lapangan / Tim Teknis.

an yang kegla

usahanya

agal bentuk dan uraian, yang me:hputl bahan bakm bamng
, yg spes;ﬁkasmya ditetapkar |

Kommk adalah peﬂkatan antara PPK
pengadaan barang / jasa.

Barang / Jasa dalam pelaksanaan

Pemasokan Barang adalah layanan pekerjaan
ditetapkan oleh PPK.




31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

(1)

(2)

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya

yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan PPK dan proses serta pelaksanaannya
diawasi oleh PPK.

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang
meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi
lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk non fisik tidak
terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, draft kebijakan dan lainnya yang disusun secara
sistematis berdasarkan KAK yang ditetapkan PPK.

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa
pemborongan, dan pemasokan barang.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah yang
diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa nasional.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia / pejabat pengadaan
sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia
barang / jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia / pejabat pengadaan.

Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum / lembaga keuangan
lainnya yang diberikan oleh penyedia barang / jasa kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya persyaratan / kewajiban penyedia barang / jasa.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang / jasa dalam negeri maupun
dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
Jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Belanja
Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen adalah pengelolaan manajemen pemerintahan dengan
memanfaatkan teknologi informasi berbasis teknologi informasi, di dalamnya termasuk
program komputer berbasis web untuk memfasilitasi rangkaian pengelolaan belanja daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur

pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh
APBD.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar keseluruhan kegiatan yang
dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan rencana dan tolok ukur
kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah untuk :




a. Belanja langsung yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD ;

b. Pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian penyusur
pengendalian dan monitoring pelaksanaan
pengadaan barang / jasa, serta evaluasi ki

an rencana kegiatan,
kegiatan, sistem dan prosedur pelaksanaan
nerja pelaksanaan kegiatan.

BAB 11
ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 4

(1) latan pada SKPD dilaksanakan oleh personil pengelola kegiatan yaitu sebagai berikut :

f. Bendahara Pengeluaran;

g. Panitia/Pejabat Pengadaan;

h. Pelaksana Pengawasan Teknis;

i. Penyimpan |

gjawab terhadap kegiatan pada

at
(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :

a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
b. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD;

c. Kepala Sub Bidang pada Badan/RSUD;

e. Kepala Seksi pada Kecam:

d. Kepala Seksi pada Dinas;




(5)

(6)

(D

2) P

3)

4)

(5)

(D)

Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk memelihara serta menginventarisir barang-barang
milik SKPD pada tempatnya bertugas, kecuali pada Sekretariat Daerah, penyimpan barang
ditunjuk oleh masing-masing Kepala Bagian.

PPK, PPTK, PPK-SKPD, Panitia/Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis,
Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggun;
kecuali pada Sekretariat Daerah dipertanggungjawabkan kepada KPA .

Pasal 5

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun RKA-SKPD ;

b. menyusun DPA-SKPD ;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluara:

A

mengadakan ikatan /
telah ditetapkan ;

an SKPD yang dipimpinnya;

nya;
nnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkar

ng dipimpi:

. melaksanakan tugas-mgas PA lai

m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepa a.uﬁati melalui Sekretaris Daerah.

huruf an huruf f kepada I-’;}‘" kecuah PA -u S@,._;,etamat Daerah mehmp ah sei'ft.
tugas dan kewen&ng; pengelﬁl}_‘ keuangan daerah k
selaku KPA. |

Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksu huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, dan huruf f dilir .pwkan oleh masf:.:,g—masmg Kepala Eagmn pada Se;_" retariat Daerakh
selaku KPA kepada PPK di |

< di lingkup bagian mas1ng~masm,ng
Pelimpahan seluruh tugas dan kewenangan PA pada Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa men; jurangi ke wen: gan Sekretans :\-faemh selaku
PA untuk melakukan pﬁnawas: pelaksanaz n tugas-tugas ol h Kenala R Al KT

Dalam hal kegl.a‘tan yang dilaksanakan memlhkl kompleksxtas yang tinggi dan atau
membutuhkan pemb | nbentuk sekretariat kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa, PA mengangkat PPK, kecuali pada
 PPK dilakukan oleh KPA.

Sekretariat Daerah pmg&ilgkat an




-"\Mumn‘ma

(2) PPK harus memenuhi Ep«emyammn sebagai berikut :

)

4)

(5) PPK sebagaiman

a. memiliki integritas moral

b. memiliki disiplin tinggi ;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi

0 | teknis serta manajerial untuk melaksanakan
tugas yang dlebankan kepadanya

d. memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah ;

.

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan
dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam hal PPK belum memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf d,
maka PPK tetap dapat melakukan pengadaan barang / jasa pemerintah sampai dengan tanggal
31 Desember 2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan

barang / jasa pemerintah.

Tugas pokok PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang / jasa ;

laan barang / jasa yang selanjutnya ditetapkan
la Sekretariat Daerah ;

rtai kﬁiﬁmuan mengenai  penin gkatan

aan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha
kemi mmasuk kmperam kecﬂ serta kelompok masyarakat tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, kesatuan sistem barang / jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil
termasuk koperasi kecil

yesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, dan tata cara
lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan

pelaksanaan dar

yesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaar

kewemngannya

f. menetapkan besaran uang muka yang dapat menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai
1an yang berlaku ;

penyezdm barang /] jasa ;

jlan / kontrak dengan pihak

h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadai

1 barang / jasa kepada pimpinan

perjanjian / kontrak ;

yadaan barang / jasa dan aset lair

nya kepada Kepala Daerah

dengan bema acara penyérahm '

k. menandatangani pakta integritas sebelur

laan barang / jasa dimulai.

dimaksud pada ayat (1) dilarang :

a. mengadakan ikatan perjanjian dengan peﬂyadm barang / jasa apablla helum tersedla
anggaran atau tidak cukup tersedxa anggar lilam




o WMW“\

c. memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di wilayah masing-masing ;

d. menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran

rusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu
untuk dilaksanakan

e. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
dengan pertimbangan yang tidak obyektif ;

(6) PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalann
hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

p.f.;_et pekm_ f_ oleh preusan / koperasi menengah dan atau besar ;

diskriminatif dan atau

ya fungsi atas

Pasal 7

(1) PA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk person
PPTK, kecuali pada Sekretariat Daerah, PPTK ditu -Juk oleh KPA.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggu
kepada PA melalui KPA / PPK, atau kepada K

3) 1

_ 1g jawab atas pelaksanaan tugasnya
PA melalui PPK jika pada Sekretariat Daerah.

@) Dokun

dministrasi yang terkaﬁ dengan p&myamtm

pembayaran

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK dapat berkoordinasi
dengan SKPD lain yang terkait.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKP D menetapkan
pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata usaha keuar :gam pada SKPD sebagm PPK-
SKPD kecuali pada Sekretariat Daerah, PPK-SKPD ditetapkan oleh masm«-—masmg Kepala

Bagian.

(2) PPK-SKPD sebagai pelaksan:
persyaratan sebagai bﬁzmkuﬁt

a. Dberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang penata usahaan keuangan daerah y:
dibuktikan dengan sertifikat kursus kebendaharaan daerah ;

iliki integritas moral, disiplin dan tanggur

C.

g jawab dalam melaksanakan tugas.




s
P
m‘k

3)

(4)
(5)

(D

@)
3)

(4)

(5)

(1)

2)

)

4)

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pﬁga_gad an barane dan ;
bendahara pengeluaran dan diketah

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
c. melakukan verifikasi SPP :
d. menyiapkan SPM ; dan

isampaikan oleh

e. menylapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD sebagaimana pada ayat (1) diangkat den;

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah, bendahara, PPK, dan atau PPTK.

gan Surat Perintah.

Pasal 10

Kepala Daerah atas usul PPKD n

tugas kebendaharaan dalam oar: pada SKPD

_mgka aﬁg
pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud

g maupun tidak lmgﬁ_*‘fé 1g dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penja.mm atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta meﬁg.;-zb: tka rekening / giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pnba.l

Bendahara Pengeluaran baik secara langsun

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertan
kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 11

Koordinator Sekretariat Kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf g,
diangkat oleh PA dengan surat perintah.

Koordinator Sekretariat Kegiatan

a. menyusun administrasi kontrak ;

Koordinator Sekretariat Kegiatan bertanggung jawat
proyek ke_ada PA.

10




(D)

(2)

3)

(4)

)

(6)

(7)

Pasal 12
Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari SKPD sendiri maupun
SKPD lainnya.

Panitia / pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang
bersangkutan ;

d. memahami isi dokumen pengadaan / metoda dan prosedur pengadaan ;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan
menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan ;

f.  memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah.

Dalam hal panitia / pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diatur
pada ayat (4) huruf f, maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan
barang / jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah
memuliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan sebagai berikut :
menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;

d.
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;

$

menyiapkan dokumen pengadaan ;

-

menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu persen sampai dengan tiga
persen dari nilai harga perhitungan sendiri (HPS) ;

menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;

mengusulkan calon pemenang / calon pelaksana ;

R

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK ;
1. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

Panitia pengadaan wajib memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari
luar SKPD yang bersangkutan dengan keanggotaan berjumlah gasal :

a. 3 (tiga) orang, untuk pemasokan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya sampai dengan
nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi
sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. 5 (lima) orang, untuk pemasokan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan nilai
di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi
dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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(8) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang dengan menunjuk personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan.

(9) Dilarang duduk sebagai panitia / pejabat pengadaan ;
PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah ;
KPA dan PPK ;

Pelaksana Pengawas Teknis ;

PPK-SKPD ;

Bendahara Pengeluaran ;

o

0 a o

g. Pegawal pada Badan Pengawas kecuali menjadi panitia / pejabat pengadaan untul
pengadaan barang / jasa yang dibutuhkan SKPD yang bersangkutan.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, apabila dilakukan tidak dalam satu kegiatan yang sama.

Pasal 13

(1) Pelaksana Pengawasan Teknis bertugas
a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan ;

b. memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis

yang ditetapkan dalam kontrak.

(2) Pelaksana Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

n tanggung-jawab dalam melaksanakan tugas ;

an spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Pelaksana Pengawasan

bag nbangan Jasa Konstruksi bagf, temga ahh :1 luar lingkungan
intah Daerah untuk pengawasan pekerjaan di bidang I

3). Lembaga lain yang berwenang bagi tenaga ahli di luar Pemermtah Daerah u
pengawasan pekerjaan di luar bidang jasa pemborongan / konstruksi.

d. tidak mempunyai hubungan
menetapkanr

gan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan
ya sebagai Pelaksam Pengawasan Teknis.

(3) Pelaksana Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. Pengawas Lapangan untuk kerjaan jasa pemborongan ;

Direksi Harian untuk paket pekerjaan jasa konsultansi ;

b
c. Panitia Pemeriksa Barang untuk paket pekerjaan pemasokan barang ;
d

Tim Teknis untuk paket pekerjaan jasa lainnya.




o
e i,

(4)

(3)

(8)

@)

Keanggotaan Pelaksana Pengawasan Teknis berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan teknis untuk paket pekerjaan jasa
pemborongan, maka Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dapat digantikan oleh Konsultan Pengawas.

Untuk mendaatkaﬁ kepastian pemenuhan spesifikasi teknis atas pekerjaan pemasokan
barang yang sifatnya rumit / k@mpleks maka Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf (c¢) dapat digantikan oleh konsultan appraisal / surveyor.

Untuk pekmjam Jasa pembamng yang hasalmya dimanfaatkan oleh SKPD lainnya, maka
pelaksane akukan secara bersama-sama oleh SKPD pelaksana
pekerjaan da:n pemakm h&Sil pekﬂl:]

Untuk pekerjaan jasa pemborongan, maka Pelaksana Pengawasan Teknis wajib
memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara periodik dalam mingguan dan
bulanan kepada PPK.

Pasal 14

Penyimpan Barang sebagai pelaksana fungsi
persyaratan sebagai berikut :

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang
sertifikat kursus penyimpan barang ;

c. memiliki integritas moral, disiplin dan tangeung j

uruh tanda bukti dan mecatat secara tertib dan teratur
penemma.an dan peng&lm’raﬂ barang Daerah ;

f. menyiapkan usmlan penghapusan atas barang Daerah selain tanah dan bangunan yang
berada dalam tanggungjawabnya ;

proses pengt

mengamankan barang Daerah selain tana
apusan ;

h. melaporkan hasil penerimaan dan pﬂngeluaram barang daerah secara berkala dalam
Lapc:o; ran /ara:ng Pengguna Semesterml an B: 1gguna ’

1. menca?wt d mela
yang digunakan \ oleh Kuasa Penggun
lain ;

g Daerah baik yang digunakan sendiri,
a Bamng mauplm yang dioperasikan oleh pihak
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)

(1)

2)

3)

4)

&)

(D)

(2)

3)

4)

j. menginventarisasi jumlah dan kondisi barang Daerah yang dalam penguasaannya dan

melaporkan kepada atasan langsung ; dan ;

k. melaporkan barang Daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga dapat digunakan
kepada atasan langsung,

Penyimpan Barang tidak diperbolehkan merangkap sebagai personil pengelola kegiatan
yang lain.

BAB III
PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Bagian Pertama
Perencanaan Pembiayaan Kegiatan

Pasal 15

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD direncanakan dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1), dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

Prakiraan maju sebagaimana dimaksud ayat (2), berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk

kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan

pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan
anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 16

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar
belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari
setiap program dan kegiatan.

Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
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(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan harga satuan setiap unit

barang / jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur
kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah.

(7) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian hasil program
dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil.

(8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian keluaran

yang

maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.

(1)

da.maksud dalampas'a? 15“ ayat (2) termptanya kesinambt gszm D, ] pala
SKPD mengevaluasi hasil .pelaksanaan :?;eglatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Hvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)b&rtu‘;:_, 1enilal program dan kegiatan y
be:lum dapat dllaksamkan dan/atau belum diselesaikan | bel
dilaksanakan dan atau diselesaikan pada ahur

berikutnya dari tahun yang direncanakan.

)

3)

alam hal suatu program dan kegiatan mempakan tahun tera.khlr umu;k pencapalan prestasi
kena yang dltatapkan kebutuhan dananya haru '
direncanakan.

Pasal 18

Anggaran terhadap kegiatan diambilkan dari kode rekening yang ses
dalam DPA-SKPD.

| Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

Pasal 19

(1) SKPD menyusun rencana anggaran kegiatan pada anggaran

28 belanja langsung secara
elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penyusunan APBD.

(2) Aplikasi Sistem Informasi Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipersiapkan oleh Bagian Keuangan.

(3) Aplikasi Sistem Informasi Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sub sistem informasi keuangan daerah yang mempunyai fasilitas antara lain :

a. Inputan Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja Lang

b. Inputan indikator kinerja kegiatan ;
Harga (SSH) ;
Pokok Kegiatan (HSPK) ;

e. Data Komponen Analisa Standar Belanja (ASB).

c. Data Komponen Standar Satuan

d. Data Komponen Harga Satuan
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Pasal 20
(1) Data komponen Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupatl

(2) Penyusunan Data Komponen Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyusunan Standar Satuan Harga.

Pasal 21

Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masing-
masing SKPD terhadap kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan Analisis Standar Belanja.

Bagian Ketiga

Penyusutian Dokumen dan Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 22

(1) Berdasarkan DPA dan Lembar Kerja, PPK menyusun KAK Ke:_atan yang akan dijadikan
petunjuk operasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

(2) Pengalokasian sumber daya manusia, keuangan, ahan, metode pelaksanaan,
wakm penyelesaian dan spesifikasi keluaran keglatm harus dldeﬁ»-é*mkan dengan jelas dalam

Pasal 23

(1) Jadwal Kegiatan ditetapkan di awal tahun anggaran sebagai bagian dari KAK
acuan untuk pelaksanaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) PPK dibantu oleh PPTK menyusun jadwal pelaksanaan
pekerjaz

n disesuaikan dengan hasil perencanaan yang ada.

dan dijadikan

pekerjaan, termasuk pembiayaan

Bagian Keempat .
Pﬁ 1gendalian Pelaksanaan Ke_f itan APBD

Paragraf P‘eﬂama

Sistem Informasi Manajemen

Pelaksanaan dan Pengendalian Legiatan

Pasal 24

(1) -Dal \m rangi{a; efektifitas proses pengendalian pelaksanamm pe_%;; exj oz

n pada belanja lalgsung
giatan Sﬁdﬂpaﬂl}fﬁ
sanaan dan Pengmdahan Kegiatan.




(2)

3) M

4)

(3)

(6)

(7)

Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pembangunan dan atau Badar
Perencana Daerah sedapatnya menggunakan fasilitas aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan.

lelalui fasilitas pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan dan Pengenda,han
Kegiatan, PPK dapat mengisi data-data yang diperlukan terkait pelaksanaar tar
termasuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Melalui fasilitas pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan, PPK dan atau panitia / pejabat pengadaan berkewajiban mengisi data-data yang
diperlukan terkait pelaksanaan kegm,: n seperti pembuatan kontrak dari paket pekerjaan yang
dilelang melalu1 Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa maupun secara penunjukar
langsung termasuk mencetak dokumen-dokumen terkait pencairan termin pembayaran.

Melalui fasilitas pada aplikasi Sistem Informasi r%anajemen Pelaksanaan dan Pengendalian
Kegiatan, penyedia barang / jasa berkewajiban mengisi data-data yang diperlukan terkait
pelaksanaaﬂ pekerjaan diantaranya pengisian kemajuan fisik pekerjaan.

Melalui fasilitas pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan dan Pengendalian
Keglatan PPTK danfatau kmrdmat@r sekretariat kegiatan melengkapi datawdam kemajuan
sanaan pekerjaan gkup kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya.

di atas dan atau secara manual

Pen_ lsmm datawdam ﬁemgmm“ na diatur dalam ayat (6)
1lakuk mb yal 10 (sepuluh) setiap bulan dan atau secara manual.

oleh _'.enyedla barang / jasa melalui fasilitas pada aplikasi Sistem
nforma A .;,ag& nen an dan Pengendalian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mdak menghapus kewa]aban penyedia bar: ‘-‘;eg_.f 3asa intuk .‘;,;-ieembuat la.ran harmn
(daily report) dan kewaﬁban lm -ya yang diatur dalam Surat Perintah . P’

Kontrak Pengadaan Bara
undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Dokumen Pengendalian

Pasal 25

(ha;rd mpy) ang melipuh

an pelaksanaan dan terjaminnya kualitas pekerjaan sebagaimana diperjar J-Ekan dalam
‘ang ada? PPK menyiapkan dokumen pengendaliar | i imen cetal

ampiran kontrak yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Sp&SiﬁkﬁSl teknis / bestel
untuk pﬁkerg aan pembomngan / konstruksi atau pemasokan barang dan atau KAK
paket pekerjaan non fisik / konsultan ;

soft drawing hasil pengecekan bersama (mut
pemborongan / konstruksi ;

berita acara keadaan lapangan / serah-terima lapangan untuk pekerjaan pemborongan /
konstruksi ;

laporan kemajuan fisik pekerjaan melalui aplikasi
dan Pengendalian
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Paragraf ketiga
Pengendalian Administrasi Kegiatan

Pasal 26

(1) Pengendalian Belanja Daerah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan, meliputi :

a.
b.

C.

pengendalian dan pembinaan administrasi kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan ;

pengendalian teknis operasional pelaksanaan atas mata anggaran dari masing-masing
kegiatan ;

pengendalian teknis operasional pelaksanaan masing-masing kegiatan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggaran belanja
langsung, dengan tujuan :

a.

mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap dayaguna dan hasilguna
keseluruhan pelaksanaan kegiatan ;

mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan pembangunan agar
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan ;

mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolok ukur, biaya dan
jadwal yang direncanakan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

mengumpulkan bahan berupa laporan periodik ;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi ;

mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan yang
telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan / peninjauan lapangan secara periodik
maupun sewaktu-waktu ;

melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil
kunjungan/peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan tujuan dan sasaran program / kegiatan yang ditetapkan.

Pasal 27

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf d didasarkan atas
analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Bagian Keuangan, dan digunakan sebagai bahan
kajian untuk :

a.
b.

(1)

penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah ;

penyusunan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana Perubahan
Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan merupakan monitoring
dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran program sesuai dengan RPJMD.
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(2)

3)

4)

5)

(1) Dalan

(2)

(1)

(2)

Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan serta Bagian Keuangan merupakan
monitoring dan evaluasi laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas
PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah.

Pengendalian oleh Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
atas nama Sekretaris Daerah.

Pengendalian oleh PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, merupakan monitoring dan
evaluasi laporan operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas

PPK dan PPTK.

Pengendalian oleh PPK merupakan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan tugas dari
PPTK serta Pelaksana Pengawasan Teknis.

Paragraf keempat
Prosedur Pengendalian Teknis dan Kualitas Hasil Kegiatan

Pasal 29

n rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan / kegiatan, maka dalam perencanaan
pelaksanaam dan pengawasan di bidang konstruksi sedapatnya mengacu pada standar teknis
barang / jasa publik yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis.

Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana pada ayat (1) diatur tersendiri dengan
Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan mengenai Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah,
diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Hal-hal lain yamg belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Bupati ini, akan

Pﬂf atmaﬂ =upat1 lﬂl ulm bﬂf} 1 Ds 1

gar setiap orang da.m men etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 02 AgustuQ&?
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

Ty 1 A TTYTS \ N aYaYate
NOMOR : 14702188 .3/ TK/ VT /2007

PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD
tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam

kurun waktu satu tahun.

Selain sebacal rencana keuangan tahunan pemerintah  daerah. APRD

B e e et Wi
by

Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai
instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah
supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan
pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD
atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2007 dapat dicapai paling
lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Dalam kaltan 1tu maka penyusunan APBD agar memperhatlkan pnn31p dan s o
[ _'"kebljakan antara lain sebagal berikut: = TR o

1. Prinsip Penyusunan APBD
a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses
penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi

masyarakat. sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya

TITYTY

=% -
B, et
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b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

o

APBD vyang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan

pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggarar

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk

ditetapkan.

mencapai hasil yang

Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain
bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran

belanja: (2) Penganggaren pengeluaran

harus didukung dengan adanya

kepastian

tersedianya penerimaan

dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
APBD/Perubahan APBD;

dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

kredit anggarannya dalam

(3) Semua penerimaar

i

dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

q

I

d. Keadilan Ang

Ty

[

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan

kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan

untuk membayar.

Masyarakat yang memiliki kemampuan

pendapatan rendah secara

proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang

mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi

pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah

dapat melakukan diskriminasi tarif secara

ketidakadilan. Selain daripada itu dalam me

rasional guna menghilangkan rasa

ngalokasikan belanja daerah,

harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikr

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

menghasilkan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal guna

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tin gkat
1, maka dalam

diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,

efisiensi dan

efektivitas anggara:

perencanaan anggaran perlu




)

serta indikator Kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan

penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Taat Azas
APBD sebagar kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan

daerah lainnyva.

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

dicantumkan dalam

rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan
ketentuan undang-undang. peraturan pemerintah, peraturan presiden,

keputusan presiden, atau peraturan menteri/keputusan menteri/surat edaran

menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang

lebih iinggi. Peraturan perundang-undangan yang lIebih tinggi dimaksud

mencakup kebijakan yar

1g berkaitan dengan keuangan daerah.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa

rancangan peraturan daerah tentang APBD

(publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh

menimbulkan diskriminasi dapat mengakibatkan ketidak adilan,

menghambat kelancaran arus |

rang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,
/daerah,

kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban

pemborosan keuangan negara

memicu ketidakpercayaan masyarakat

jalannya penyelenggaraan

L

pemerintahan di daerah.

Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya mengandung arti ba

apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD

tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya
bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan

pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan

menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti:

Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dsb.




2. Kebijakan Penyusunan APBD

a. Pendapatan Daerah :

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah vang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak

pemerintah daerah dalam

1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,

pendapatan daerah

vang dianggarkan dalam

APBD merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional vang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan

secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam

I‘

ngka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian

gka bagi hasil.

pemerintah pusat/daerah lain dalam rar

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Penetapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

agar berpedoman pada ketentua:

1 yang diatur dalam

Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

juncto Peraturan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah.

b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar
tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan

dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli

daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur

administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement

dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi

daerah serta

pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

¢) Dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya

pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi

penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untul

¢ alokasi




biayva pemungutan PKB dan BBNKB agar berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

2004,

d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas
penyertaan nodal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh
melalul inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan
daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang
sebagal penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana

penerimaan

vang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah

vang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan

dengan nila1 kekayaan

daerah yang dipisahkan yang ditetapkan
sebagal penyertaan

modal (telah diinvestasikan). Dalam

peningkatan Pendapatan

Asli Daerah pemerintah daerah supaya
mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum

dimanfaatkan untuk dikelola atau dikeijasan

iakan pihak ketiga
sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak

ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

e) Komuisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari

penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang
dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain
sebagal akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta

penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan

pendapatan daerah.

2) Dana Perimbangan :

Sambil menunggu penetapan pagu dana perimbangan tahun anggaran

2007, pemerintah daerah

dapat menggunakan pagu definitif Dana

Perimbangan Tahun Anggaran 2606. Untuk penyesuaian pagu definitif
Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007 yang meliputi Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAN), Dana Bagi Hasil (DBH)
ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

3) Lamn-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

a) Dana darurat yang diterima dari pemerintal

1 dan bantuan uang dan

1g darl badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana
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b.

Belanja Daerah

alam

vang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b) Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa

vang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan atas naskah

perjanjian hibah daerah dan mendapat persetujuan DPRD. Penerimaan
nibah yang berupa barang agar mempertimbangkan nilai manfaatnya
sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani

belanja daerah di kemudian hari.

c) Sumbangan yang diterima dari organisasl/lembaga tertentuw

perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi

sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

d) lain-lain pendapatan yang

ditetapkan pemerintah termasuk dana

penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

1 yang dianggarkan dalam APBD, supaya mempedomani hal-hal

sebagat berikut :

1) Belanja daerah

4)

diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kua

itas kehidupan masyarakat dalam
dalam

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

bentuk

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

peningkatan pelayanan dasar,

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

rkan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal

tersebut

akuntabilitas perencanaan

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaar

anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Daerah dalam

Kerja Perangkat




rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung

jawabnya. Peningkatan alokasi a

1ggaran belanja yang direncanakan oleh

setiap Satuan Kerja Perangk

at Daerah harus terukur yang diikuti dengan

peningKatan Kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan

sebagai berikut :

a) Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk
mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan

diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan:

b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan

pengalokasiar

nya untuk mendanal pelestarian lingkungan areal

pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas

sosial. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya

standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan:

c) Dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk

mendanal gaji dan funjangan pegawai, kesejahteraan

pegawail,

kegiatan operasi dan pemeliharaa

1 serta pembangunan fisik sarana dan

prasarana dalam rangka peningkatan

pelayanan dasar dan pelayanan

umum yang dibutuhkan masyarakat;

d) Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh pemerintah;

“"‘*@m"%

an  gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam
Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Ne

Peraturan Pemerintah

seri Sipil;

b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan

jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai

angka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai
Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan

fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan,

diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum




d)

h)

dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum B

Pegawal Negen Sipil;

Penyediaan dana penyeleng
dibebankan pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan

garaan asuransl kesehatan yang

[uran Pemerintah Dalam

Penyelenggaraan Asuransi Kesehata:

1 bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
IENKES/SKB/V1/2004 Nomor
155 A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan bagi Peserta

Menter1 Dalam Negeri Nomor 616.A/N

PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di
Rumah Sakit Daerah;
Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan

"accres"” gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan

untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya

cetentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban

kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi

atau prestasi kerja:

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD,

BUMN, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan
lainnya menjadi beban BUMD, BUMN

bersangkutan;

, atau unit usaha yang

Sesuail dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai

honorer/pegawal harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian

penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak
tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan

yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan




7) Belanja Bara

a)

b)

keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan

mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta

aan penghasilan, yang besarannya ditetapkan

1€ dan Jasa

Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar

disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat . Daerah, dengan
mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh

karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan

evaluasi persediaan bar

ang serta barang dalam pemakaian;

Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen
keuangan daerah dmanmmkan dalam belanja barang dan jasa. Jika
software tersebut dzam: dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus

dikapitalisasi menjadi aset daerah;

Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan

perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar

mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha

kecil, menengah dan koperasi;

d) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya

g)

menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan

standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan

sesual dengan

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

i Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan

Energi;

Penyusunan rencana kebutuhan

pengadaan barang dan jasa agar

mempedomani ketentuan

tentang standar satuan harga barang dan jasa

vang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah:
Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelavanan masyarakat dianggarkan dalar

1 jenis belanja barang dan

jasa:
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h) Penvediaan

belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar

dibatasi baik jumlah orang. jumlah hari maupun frekuensinya dan

dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas

dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam

ketentuan perundang-

undangan. Pelaksanaan

studi banding dapat dilakukan sepanjang

memiliki nilai manfaat

ouna kemajuan daerah yang hasilnya
dipublikasikan kepada masyarakat,

£
b

1) Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani :

(1) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan

Dinas Ke Luar Negeri;

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di

lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan

Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

j) Penugasan untuk mengikuti

indangan dalam rangka workshop,

seminar, dar

lokakarya atas undangan atau tawaran dan

orga

nisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya
dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan
dinas;

k) Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam

peraturan
kepala daerah agar mempedomani Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 7/K\

AK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalar

n Negeri

Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

yang dianggarkan untuk

pembelian/pengadaan aset tetap dan

aset lainnya untuk digunakan
1 yang memiliki kriteria sebagai berikut :

(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:

(2) Merupakan objek pemeliharaan:

(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b) Pengadaan software dalam

angka pengembangan sistem Informasi

manajemen dianggarkan pada belanja modal.

9) Belanja DPRD

a) Penganggara

n belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan




Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Neger
Nomor 188.31 /006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan

Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang
representasi, funjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,
tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi,
tunjangan panifia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan
alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan
perurr

uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan

ahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan

DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.

kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan

c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan

0 ¢ D berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara

Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan

, Pegawai

vang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/

KMK.04/1994 tentang Pengenaan

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negen Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan
kepada Keuar

gan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APRBD
dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21.

d) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD

ngan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD

dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam

pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan

10) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Penganggaran

belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.




11)

b)

g

(Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan
biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kﬁpﬂl& Daerah
. pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

dianggarkar

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula
tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/
Kora"” harus dibaca "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".

Belanja rumah tangga, bes

pembelian inventaris/perlengkapan

rumah jabatan dan kendaraa

1 dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya

pemeliharaa

1 kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian

dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diar

1iggarkan pada
belanja langsung Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah

merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan

turannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial

kepada daerah lain dalam

memberikan  bantuan

am/bencana sosial dapat memanfaatkan

n yang tersedia dalam Sisa Lebih Per hitungan APBD

Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran

Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas
program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a) Penyediaan

kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan
obat-obatan, logistik/sandang dan pangan su

RKA-SKPD van
pelaksanaan kegiatan dimaksud.

kedalam secara fungsional terkait dengan

b) Penyediaz

n kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan

disalurkan kepada kabupaten lain yang dilanda bencana

alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.

c) Kegatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat
dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung
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dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran

untuk kegiatan setelah

atau bantuan keuangan dilakukan

perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

d) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih

Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan

melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan

penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada
DPRD.

am keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
APBD dan apabila keadaan
darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah

daerah

1 rancangan perubahan

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran

tersebut disampaikan dalam laporan

Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan

dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang APBD, yang antara lain mencakup :

(1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

12) Belanja Subsidi

a) Belanja Subsidi adalah alokasi angg

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual

aran yang diberikan kepada

produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD
vang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Laerah.




d)

14) Bantuan

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang,

barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah. masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang
diberikan dalam bentuk hibah harus digur

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

lakan sesuai dengan

) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan

setelah mendapat persetujuan DPRD.

Hibah dalam bentuk uang, bar:

ng dan/atau jasa kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam

rangka

menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di

daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalar

1 peraturan

perundang-undangan.

Hibah dapat diberikan kepada perusahaan

daerah dalam rangka
menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah

kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok

masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah. |

Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang

tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah

Sosial

a) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan

b) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrun

memiliki kejelasan peruntukan penggunaai

inya. Pemberian bantuan

tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggarar

1 pada

orgar

isasi kemasyarakatan yang sa

en keadilan dan

pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
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masyare

kat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila
pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan
wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

¢) Untuk optimalisasi fungsi APB
ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus
menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi

sebagail 1nstru

1en pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial

bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-

program dan kegiatan pemerint:

han daerah yang dapat dinikmati oleh

yyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan

efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat

dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya

dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

d) Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada partai politik mengacu
2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana diubah

Negeri Nomor 25 Tahun 2006

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

dengan Peraturan Menteri Dalam

entang Perubahan Atas Peraturan

‘Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan

Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta

dianggarkan dalam bantuan sosial.
e) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalar

n ketentuan Pasal
99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi

kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana

APBD sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) berkewajiban

menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana

bantuan

tersebut kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu, pengaturan
mengenai tata cara pemberian bantuan dana APBD kepada organisasi
kemasyarakatan dari partai politik supaya ditetapkan dalam Peraturan

Kepala Daerah.




15)

16)

17)

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dann pendapatan provinsi kepada kﬁbu_aten atau
pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan vang bersifat umurr

~atau khusus dan provinsi kepada

kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah

intah kabupaten kepada pemerintah desa
h lainnya dalam rangka pemerataan dan /
katan kemampuan keuangan.

b)

keuangan yang bersifat umum peruntukan dan

aannya diserahkar

 sepenuhnya kepada pemerintah daerah

/ pemernntah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan
vang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan

/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk

bersifat k

pemberi bantuan husus dapat mensyaratkan penyediaan

dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan

belanja desa penerima bantuan.

c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani

Nomor 72 Tahun 2005 tentang

ketentuan Peraturan Pemerintal

Desa.

d) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu)

disalurkan ke kas daerah / desa yang bersangkutan.

Belanja Tidak Terduga

¢ sifatnya

tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan

terhadap stabilitas penyelenggar:

an pemerintahan

diperkirakar kelebihan

penerimaan

-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

daerah tahun-tahun

Pengembalian atas kelebihan penerimaan
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sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang

sah.

Pembiayvaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

dibayar kembali dan/atau pengeluars

yang perlu

n yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnva.

1) Penerimaan pembiayaan :

a)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih

antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD
induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Lalu dianggarkan dalam

perubahan APBD sesuat dengan yang ditetapkan dalam peraturan

ggungjawaban pelaksanaan APEB

daerah tentang pertan D tahun
sebelumnya.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk

mendanai

kegiatan lanjutan, utang

pihak ketiga yang belum
n d

pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahu

terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerim:

anggaran.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah
dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2007 sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana

cadangan berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
dl =u
vang dipisahkan dapat

nakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah

berupa penjualan perusahaan milik

daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang

dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan

modal pemerintah daerah.
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g)
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Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua

transaksi yang

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari
pthak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan
rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran 2006 sesuai

dengan perjanjian pinjaman.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjar

nan  digunakan untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

an/atau pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan

vang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa

penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan

bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah

Penerimaan kembali penyerta:

an modal (investasi) daerah digunakan

untuk menganggarkan penerimaan

yang bersumn

ber darl penyertaan

modal yang diterima kembali.

2) Pengeluaran Pembiayaan :

a)

b)

Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana

yang disisihkan untuk dicadangkan dalam

Tahun Anggaran 2007 yang
akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum
langgarkan dan ditransfer ke rekening dana

n daerah

yan yang ditetapkan dalam peratur

tentang pembentukan dana cadangan.

Penyertaan

modal pemerintah daerah
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk
menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan /

disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga
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Watau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN

tahun anggaran 2007.

(2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal
dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal

daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

(3) Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud

diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah

angka pelayanan/pemberdayaar

masyarakat seperti

rertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara

bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas
kepada usaha mikro dan menengah.

(4) Investasi dalam

bentuk Tabungan deposito pemerintah daerah
yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan
modal) daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat

dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digu

nakan untuk menganggarkan

sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok

yang jatuh tempo dalam Tahun A

nggaran 2007 termasuk tunggakan,

atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam hun-tahun

inggaran sebelumr

-
]

1ya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Pemberian Pinjaman daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan

diberikan kepada pemerintah

pusat dan/atau pemerintah

lainnya.

Sisa Lebih Pembiayaan

 Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

(1) Sisa lebih pembiayaan anggararn

tahun berjalan digunakan untuk
menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan

surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih

antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan
yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
inggaran tahun berjalan yang




- mmm“i,,

merupakan angka estimasi, berhubung jumlah sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2007 juga masih angka estimasi.

L

(3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 sisa lebih

pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan
sepenuhnya untuk mendanai program dan  Kkegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya

menjadi nol.

Arah Kebijakan merupakan sasara 1 yang hendak dicapai dalam

n pembangunar

pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk lebih memudahkan

laerah di Kabupaten Kutai Timur dibagi

dalam beberapa bid\mg sebagai berikut :

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas :
1. Mengendalikan angka kelahiran dan m

meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan hak-hak
g peiay T

emperkecil angka kematian, dengan

reproduksi.

.

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif.

Lad

. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja pada kesehatan

reproduksi.

4. Meningkatkan kemandirian pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan

reproduksi serta pemberdayaan keluarga.

LA

. Mengembangkan sistem informasi kependudukan.

Peningkatan Kualitas Hidup Beragama :

I. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamatan agama bagi para

pemeluknya.

1o

. Meningkatkan kualita

s pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan

masyarakat.

L

Menjamin kebebasan dan kesempatan pelaksanaan

ajaran agama bagi

pemeluk-pemeluknya.
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Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan

keagamaan

dalam pembangunan.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur,
jenis dan jenjang pendidikan.

Memantapkan pengalaman agama sebagai landasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Meningkatkan dan

memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat
beragan

1a sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis penuh toleransi

saling menghormati.

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Berkualitas :

1.

)

hn

10.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan gedung
b

ru dan rehabilitasi, mebeler, laboratorium

, perpustakaan, dan alat peraga
pendidikan pada berbagai jenjang.

Pembiayaan/biasiswa peserta didik yang berprestasi pada jenis pendidikan

yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Penetapan  jenis  pendidikan yang menjadi  prioritas  dengan
mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dan ketersediaan tenaga
kerja.

Pegembangan institusi pendidikan dengan pemenuhan standar ketenagaan,
pelatihan manajemen pendidikan, dan subsidi sekolah perguruan tinggi.

Pengembangan Politeknik, Balai Latihan

Kerja I

Mandiri sebagai alternatif
pendidikan non formal terapan siap kerja.

Pengembangan

sekolah-sekolah unggulan di beberapa kota pusat

pertumbuhan seperti Sangatta, Kombeng, Muara Ancalong, dan Sangkulirang.

Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.

Pembinaan terhadap Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite-komite
Sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengembangan reformasi pendidikan melalui pelaksanaan pendidikan berbasis

sekolah dan masyarakat, pelatihan dan studi lanjut tenaga kependidikan,

peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyusunan juklak

an jangkauan dan daya tampung
pendidikan dasar peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan kurikulum

berbasis kompetensi, peningkatan akreditasi sekolah, penyusunan juklak

penilaian hasil belajar dan pemberdayaan pengawas sekolah.

Pembiayaan/beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin.




11.

Peningkatan kualitas pendidik dan ten

aga pendidikan, dengan pelatihan dan

pendidikan lanjutan yang sejalan dengan bidang tugasnya.

Pengembangan minat baca dan pemasyarakatan jam belajar masyarakat.

Pembinaan Seni dan Budaya.

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Berkualitas :

to

Led

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan promosi cara hidup sehat,
sesuai Program Indonesia Sehat tahun 2008.

Meningkatkan penanganan kasus-kasus penyakit menular dan wabah dengan

mendorong Partisipasi swasta dan masyarakat.

Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSU yang refresentatif,
serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

Mengembar

gkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi

masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

Pembangunan Pemuda dan Olah Raga secara Berkualitas :

2.

Membina dan mengembangkan minat generasi muda.
Membina dan mengembangkan olah raga serta melengkapi sarana dan

prasarana dan oleh raga.

ANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Peningkatan Kesejahteraan Sosial :

I~

Membangun kesehatan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang
masalah sosial. |

Meningkatkan pemahaman masyarakat rawan bencana dan penyantunan

terhadap korban akibat bencana.

Meningkatkan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin,

1ak terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia.

Mengembangkan sistem jaminan

sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja

untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan Kerja yang

memadai, dengan melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal:

1.

Membina dan mengembangkan seni dan budaya serta melengkapi sarana dan

prasarar

a kebudayaan dan kesenian.
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2. Mengintegrasikan kebudayaan lokal/masyarakat kedalam program pendidikan

baik formal maupun non formal.

Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan :
1. Membuka peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

.

Meningkatkan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa
tenaga kerja yang diminatinya dan mendorong pengusaha untuk

meningkatkan mutu tenaga kerjanya secara sistematis.

Lad

Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak pekerja dan

keluarganva melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan pelaksanaan

program jaminan sosial tenaga kerja dengan melibatkan organisasi pekerja.

*®

. 4, Mengembangkan hubungan industrial tenaga kerja sehingga terjalin

hubungan yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja.

Lh

Melakukan regulasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka

penyvempurnaan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan

kondisi daerah.

6. Membuka, mengembangkan, dan memberdayakan kawasan transmigrasi.

BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAE:

Revitalisasi Pertanian Wilayah

1) Tanaman Pangan dan Hortikultura :

a. peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kutai Timur yang berbasis pada

sumber daya al

am yang dapat diperbaharui dengan memanfaatkan potensi

sumber dava lokal dan perwilayahan komoditas pertanian ;

»

b. mengembangkan

agribisnis  tanaman  holtikultura  yang

memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan petani dan

mempunyai pasar yang jelas dan prospektif ;

mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi dan sistem agribisnis
kepada masyarakat pengguna melalui media diseminasi untuk

meningkatkan pendapatan keluarga tani.

2) Bidang Perikanan dan Kelautan:

a. meningkatkan kemampuan aparatur, pembudidayaan ikan, nelayan dan

masyarakat pesisir ;

b. penerapan teknologi unggulan yang prospektif dan ekonomis ;
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a.

meningkatkan sarana dan prasarana perikanan ;

membangun dan mengembangkan usaha perikanan ramah lingkungan ;

menciptakan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir atas dasar
kemitraan dan kewirausahaan ;
menciptakan

efekuf :

sistem ketatalaksanaan dari sistem informasi yang efisien dan

mendorong pengembangan produk yang bernilai ekspor dan pemenuhan
konsumsi dalam negert ;
mendorong pengembangan kawasan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil

sebagai kawasan pengembangan usaha bahari.

3) Bidang Peternakan :

meningkatkan ketersedia:

n hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan

daging dan telur di Kutai Timur dan sekitar

N }’ﬂ ;

mendukun

meningkatkan peranan peternakan dalam g ekonomi kerakyatan ;

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

4) Bidang Perkebunan :

mengembangkan komoditas tanaman

perkebunan yang mempunyai nilai

ekonomis yang tinggi dan berorientasi ekspor ;

mencanangkan pengembangan kelapa sawit sejuta hektar dengan pola
kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar swasta serta pola
swadaya berbantuan ;

mengembangkan kualitas sumberdaya manusia petani dan tenaga kerja
perkebunan dalam rangka penerapan teknologi dan pen

gembangan kualitas

{ aparatur dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan ;
memanfaatkan kelembagaan dalam rangka kemandirian usaha petani.

meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan lingkungan

dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan ;

mengembangkan teknologi terapan melalui pengkajian-pen

gkajian lokal

spesifik ;

mengembangkan wilayah-wilayah sentra produk dengan pendckatan
Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) ;

meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk
mendorong investasi di bidang perkebunan besar ;

menumbuhkembangkan industri yang berbasis hasil perkebunan




j. menumbuhkembangkan peluang pasar komoditi perkebunan yang

kompetitif.

3)

Bidang Kehutanan :
a. memberantas penebangan liar dan perambahan hutan ;
lahan ;

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ;

merehabilitasi hutan dan

d. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi
hutan bagi kehidupan ;
e. mengendalikan kekayaan keaneka ragaman hayati terutama pada kawasan

konservasi dan hutan lindung.

Pemberdayaan Koper

asi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

Memperbesar kemampuan ekonomi dalam

‘menciptakan lapangan kerja dan memberikan

prioritas kepada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan Daya Saling Simpul A

gribisnis / Agroindustri:

1. Peningkatan daya saing agribisnis yang berlandask:

n keunggulan komparatif dan

kompetitif wilayah.

o

Percepatan terbentuknya sub-sistem agroindustri yang dititik-beratkan pada
- pengembangan industri-industri yang berdaya saing tinggi, produk berkualitas dan

harga mampu bersaing di pasar regional, domestik da

n internasional.

2

Pemberian iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan agribisnis dan

agroindustri secara terpadu.

4. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan BUMD :
a. meningkatkan / mengoptimalkan kinerja dan
Daerah dalam

daya saing Badan Usaha Milik

rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan

1 daerah ;
b. pemanfaatan pengelolaan Badan Usaha M

meningkatkan penerimaan terhadap keuanga:

filik Daerah (BUMD) ;

c. pen gaturan ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan serta struktur

Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas :

a. peningkatan investasi dan ekspor non migas danpeningkatan daya saing dan
revitalisasi pertanian dalam arti luas ;

b. pemberian insentif regulasi untuk kemudahan verinvestasi ;

¢. perwujudan jaminan keamanan dan stabilitas usaha ;




d. peningkatan kerja sama perdagangan dalan

| rangka pengembangan investasi dan

ekspor produk daerah.

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro :

d.

Penanggulan

melaksanakan spesialisasi produksi berdasarkan potensi sumberdaya lokal pada
setiap kecamatan ;
meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk-produk yang dihasilkan dari

berbagai kegiatan ekonomi ;

meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia melalui peningkatan
pendidikan ketrampilan dan pelatihan ;
meningkatan penerimaan daerah ;

penciptaan

iklim usaha yang kondusif.

can Kemiskinan

pengurangan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi

pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan

berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat ;

mengupayakan pertumbuhan ekonomi minimal 6,6 % (enam koma enam persen)

r-tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan pemihakan kepada

kelompok miskin dan

an  dengan

prioritas pada pengurangan kemiskinan.

BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Perdesaan :

1.

Lsd

Mengermbangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi
perekonomian masyarakat perdesaan melalui pengembangan agribisnis
dengan menitikberatkan pada pengembangan organisasi bisnis khususnya

petani dan

nelayan termasuk jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran

yang tf:ﬂembaga dan dikuasai kelompok masyarakat dengan dukungan pelaku

ekonomi lainnya secara kemitraan.

Meningkatkan investasi dalam sumberdaya manusia yang dapat mendorong

produktifitas, kewiraswastaan dan ketahanan

sosial masyarakat perdesaan

untuk mengembangkan kehidupan ekonomi-sosial masyarakat.

Meningkatkan ketersediaa:

n pelayanan, prasarana-prasarana perdesaan untuk

mendukung proses produksi, pengolahan dan pemasaran serta pelayanan

sosial masyrakat, khususnya bagi wilayah yang terletak di pedalaman.
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Meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pemanfaatan dan peningkatan
maupun pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menopang

kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat

untuk dapat mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan,
pemberdayaan petani dan nelayan, serta pelayanan sosial dan perlindungan
hak-hak masyarakat.

Pengurangan Ketimpangan Pendapatan antara Masyarakat dan Kefimpangan

Pembangunan Antar Wilayah :

1.

.

sl

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknolo;

b

Membangun kapasitas lembaga sosial ekonomi masyarakat yang dapat

memfasilitasi masyarakat untuk memperolah dan memanfaatkan sumberdaya
yang berasal dari pemerintah, masyarakat sendiri maupun sektor swasta untuk

meningkatkan kesejahteraan

sosial, maupun memfasilitasi partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat
mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan

yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang layak

dengan melibatkan sektor swasta.
Memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim

ekonomi makro, pengembangan sektor ekonomi riil, dan memberikan jaminan

sosial kepada masyarakat miskin.
Mengembangkan lembaga keswadayaan masyarakat untuk membangun
solidaritas sosial dan ketahanan sosial masyarakat.

Menciptakan 1klim

politik yang dapat membuka kesempatan yang luas pada
masyarakat untuk melakukan proses interaksi dengan dunia politik,

penyaluran pendapat dan berorganisasi secara bertanggung jawab.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendorong
n [PTEK tepat gun

meningkatkan produktifitas serta meningkatkan kerjasama yang baik dan

pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaa

serasi antar-instansi terkait.

Penerapatan teknik produksi dan teknologi untuk mendorong penggunaan

teknik produksi terutama teknologi tepat guna dalam

rangka peningkatan

produktifitas pemerataan

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
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3. Pengembangan penelitian untuk meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan serta meningkatan kerjasama yang baik dan serasi antar industri

terkait baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan penelitian.

4. Mengembangkan Sisten Informasi yang berbasis teknologi mutakhir sesuai

kebutuhan daerah.

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan dan Kebijakan

Perlindungan Anak :
1. Memberdayakan institusi pemerintah dan organisasi-organisasi yang memiliki

visi pemberdayaan perempuan maupun perguruan tinggi agar lebih

berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan.

o

Mensosialisasikan dan menerapkan segala peraturan perundangan yang

berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak untuk mengantisipasi berbagai

bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta berkembangnya anak-

/terlantar.

anak jalanan

BIDANG PEME

Prasarana Sumberdaya Air :

1. Membangun dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan tampak.

2. Membangun dan mengelola pengendalian banjir serta pengamanan pantai.

Prasarana Jalan dan Jembatan :

I. Mempertahankan dan menjaga tingkat kemantapan dan pelayanan kondisi

permukaan jalan dan jembatan.

b

Meningkatkan kemampuan pelayanan jalan dan jembatan yang sudah

menuru

n kondisi tingkat pelayanannya.

Membukan daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman,

terpencil dan tertinggal.

4. Menvusun dan membuat perencanaan yang mantap dan sinergis serta

penyuluhan vang komprehensif.

Perhubungan Darat :

1. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana
dan prasarana perhubungan darat.
2. Mempertahankan dan menjaga kondisi fasilitas sarana dan prasarana

perhubungan darat.
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Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana

dan prasarana perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.

Mempertahankan dan menjaga kondisi fasilitas sarana dan prasarana

perhubungan sungai, danau, dan penyeberangan.

Perhubungan Laut :

. Membangunan Sarana dan Prasarana transportasi laut dengan

mempertimbangkan karakteriistik modal transportasi, pola perwilayahan dan

faktor spesifik masing-masing wilayah kecamatan.

£

Meningkatkan sistem pelayanan transportasi laut yang handal dan berkualitas.

Ll

Meningkatkan kualitas keselamaan pelayanan.

Perhubungan Udara :

1. Meningkatkan sistem pelayanan

transportasi udara yang handal dan
berkualitas.
2. Mengembangkan angkutan udara dalam rangka membantu mobilitas orang

dan barang.

Lid

Meningkatkan keselamatan penerbangan.

Energi dan Ketenagalistrikan :

1. Penvusunan PERDA tentang ketenagalistrikan (pengusahaz

n, penetapan harga

jual listrik. penyusunan tata ruang pengembangan kelistrikan).

2. Mendorong terealisasinya komitmen kerjasama stakeholders dalam

penambahan kapasitas pembangkit, jaringan transmisi serta pengadaan bahan

baku bahan bakar (solar dan batubara).

Pos dan Telekomunikasi :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan pos dan telekomunikasi ke seluruh

perdesaan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia serta pemanfaatan, penguasaan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk  mendukung

pengembangan dan pembangunan industri pos dan telekomunikasi.




Perumahan dan Permukiman (Perumahan, Air Minum, Persampahan dan

Drainase) :

Penvediaan dan peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman yang
berwawasan lingkungan.

Meningkatkan fasilitas umum/sosial kawasan peru

nahan dan lingkungan

permukiman.

BERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) dan Pelestarian Lingkungan

2

W

. Pengelolaan sumberdaya alam

dan daya dukungnya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyvat untuk generasi sekarang dan selanjutnya.

Pendayagunaan sumberdaya alam mengutamakan

kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup.

sumberdava alam yang terbarukan dikelola sedemikian rupa sehingga
fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa.

Sumberdaya alam yang baik tidak terbarukan haru

mungkin.

Pemantapan Pemanfaatan SDA :

1.

. Pengembangan kelembagaan

Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

untuk  konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan

menerapkan teknologi ramah lingkungan.

. dan peningkatan peran serta masyarakat serta

kemampuan sumberdaya manusia.

Pembenahan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah :

I~

Menyesuaikan kembali produk-produk hukum daerah berdasarkan kondisi.

potensi. dan kewenangan daerah serta terhadap peraturan perundangan di

atasnva.
Peraturan

bersumber dari PAD dan kegi

Mengembangkan

Daerah tentang penerimaan daerah yang

atan investasi.
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Penghayatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM :

t

(s

Penciptaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berwib

b2

Lad

Peng

1.

et

Menciptakan ketertiban umum dan kepastian hukum.

Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia secara tegas
berdasarkan azas keadilan.

Mewujudkan ketertiban masyarakat.

awa :

Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek
KKN dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(Good Governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan

pada semua kegiatan.

Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan
sinergl pengawasan internal, ekternal, dan pengawasan masyarakat.

Peningkatan budaya ap

ratur yang bermoral, profesional, produktif dan

bertanggungjawab.

Peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
dalam pemberantasan KKN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang
berlaku.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah

melalur penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan ah daerah

sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang
lebih profesional, ramping, luwes dan responsif.

Penataas

1 dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional
sesual dengan tugas dan fungsinya untuk pemberian pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan memberlakukan
sistem karier berdasarkan prestasi.

Mengoptin

1alisasikan pengembangan dan pemanfaatan e-Goverment dalam

pengeloiaan tugas dan fungsli pemerintahan serta pelayanan kepada

masyarakat.

yuatan Implementasi Otonomi Daerah :

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
daerah.

melaksanakan otonom

Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.




Peningkatan Kerjasama Antar Daerah :

1.

D

Membangun kerjasama dengan daerah-dacrah lain khususnya daerah
hinterland Kabupaten Kutai Timur.
Membangun sistem jejaring kerja (network) dengan daerah lain yang saling

menguntungkan. sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of

experiences), saliang berbagi manfaat (sharing of benefits), maupun saling

berbagi dalam memikul tanggungjawab dan pembiayaan pembangunan

(sharing of burdens), terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu dalam

rangka efisiensi.

Perwujudan Kehidupan Demokrasi yang Semakin Kokoh :

1.

2

Lh

Meningkatkan hubungan eksekutif-legislatif berdasarkan mekanisme check
and balance dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab

masing-masing.

Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) disertal jaminan dalam

menggunakan hak-hak/aspirasi politik.
Meningkatkan etika dam moral budaya politik sesuai demokrasi Pancasila

dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap

dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap.

menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan
sikap toleran dan arif, serta menunjang tinggi etika demokrasi dan

keberagaman aspirasi politik.

Menjamin  pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengomunikasikan kepentingan masyar

Perencanaan dan Pengendalian :

2.

Menembangkan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Keuangan Daerah :

Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan pendapatan asli
daerah.
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BIDANG PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN

Peningkatan Perlindungan, Pengamanan dan Ketentraman Masyarakat :

Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan
pembangunan dan perlengkapan sarana, prasarana, dan fasilitas aparat keamanan
'NI/POLRL

Pembinaan Kesatuan Bangsa :

Meningkatkan kualitas integrasi sosial budaya melalui penguatan kelembagaan

sosial budaya dan perbaikan perilaku sosial menyin

1pang.

BANGAN WILAYAH

Tata Ruang dan Pertanahan :

1.  Mewujudkan penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatar

| ruang dan

pengendalian ruang yang efektif dan partisipasi dalam kerangka pemanfaatan

sumber dava secara bersama dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong

keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah/kawasan dan

antar sektor.

b

Mewujudkan tertib

penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi

pertanahan, tertib hukum pertar

ahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan

lingkungan hidup.

s

Pendistribusian lahan pertanian seluas 5 Ha untuk setiap kepala keluarga

petani/pekebun/petambak.

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh :

1. Mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang ditetapkan

sebagai kawasan strategis dan kawasan yang

berpotensi sebagal pusat-pusat

pertumbuhan sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah sekitar

melaui keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber
dava vang ada secara mandiri.

Meningkatkan kema

npuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya
tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-

masing wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya alam dimiliki.




PENGUKURAN ANGGAR/

A.

Pengembangan Wilayah Perbatasan :

Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan orientasi outward looking,
sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga, dengan pendekatan

pembangunan vang bersifat pendekatan kesejahteraan (prosperty approach) dan

pendekatan keamanan (security approach).

Penyusunan Usulan Program Kegiatan :

Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan

APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus di

pelavanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah
n APBD, dan

selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten

Kabupaten dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksana:

ndar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, dan Standar Biaya.

Standar Analisa Belanja (SAB) :

Merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar
pengukuran kinerja keuangan.
SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan

dalam suatu program

atau kegiatan untuk n

ienghasilkan tingkat layanan tertentu
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SAB

digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap

program atau kegiatan vang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun

anggaran.

Penilaian terhadap usulan anggaran

melalul prograr

belanja dikaitkan dengan tingkat

pelayanan vang akan dicapai

SAB pada dasam

1 atau kegiatan.

iya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk

melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian ( target
kinerja ) yang diinginkan. SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja

berdasarkan proyeksi jumlah anggaran

belanja setiap program dan atau kegiatan.

Usulan anggar:

in belanja yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi

sesuai standar vang ditetapkan.
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Tujuan dan Manfaat SAB :

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, SAB dalam hal ini
digunakan menilai dan menentukan rencana program, kegiatan dan anggaran
belanja yang paling efektif dalam upaya pencapaian kinerja. Penilaian kewajaran

arkan SA]

berdas B berkaitan dengan kewajaran

biaya suatu program atau kegiatan
yang dinilai berdasarkan hubungan antara rencana alokasi biaya dengan tingkat
pencapaian kinerja prograr

dasar SAB, dalam

atau kegiatan yang bersangkutan. Disamping atas

rangka menilai usulan anggaran belanja dapat juga dilakukan
berdasarkan kewajaran beban kerja yang dinilai berdasarkan kesesuaian antara

program atau kegiatan

vang direncanakan oleh suatu Unit Kerja dengan tugas

pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

Penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

(1) Mendorong setiap Unit Kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan
program dan atau kegiatannya.
(2) Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian

kinerja.

(3) Mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non

investasi.

Tolok Ukur Kinerja :

Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap
Unit Kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis

pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Unit

Organisasi Perangkat Kabupaten ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan.

Penetapan Standar Pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan

mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dan seckaligus

merupakan akuntabilitas Pemerintah

Kabupaten. Standar pelayanan untuk

Kabupaten Kutai Timur ditetapkan oleh Bupati

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah vang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan indikator SPM

ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM,

berupa masukan, proses, keluaran hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Selain standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, diharapkan dapat

mengembangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan program atau
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kegiatan vang menjadi tolok ukur kinerja. Pengembangan indikator keberhasilan

dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

a. relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran

Unit Kerja. Program atau Kegiatan ;

b. mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas ;

c. konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran,

sistem akuntansi dan pelaporan ;

d. dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan
kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis ;

e. andal (reliable), diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat

diverifikasi.

Tingkat pelayanan vang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator
kinerja vang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten dalam
melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk menilai kinerja tersebut dapat

digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut :

1.  Masukan (/nput), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran

su

nber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.

2

Keluaran (Qutpuf) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang
atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan

yang digunakan.

LI

Hasil (Qutcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan keberhasilan yang

dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatar

 vang sudah

dilaksanakan.

Standar Biaya :

Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa

baik secara mar

idirt maupun gabungan yang diperlukan

untuk memeperoleh
keluaran tertentu atau harga satuan unit biaya yang berlaku dalam rangka

penyusunan. Penetapan standar biaya akan

membantu penyusunan anggaran
belanja suatu program atau kegiatan. Pengembangan standar biaya harus

dilakukan secara terus

menerus sesual dengan perubahan harga yang berlaku.

in besaran standa

Dalam hal terjadi perbedasz r biaya dengan usulan biaya atau

alam rangka

perhitungannya dilakukan secara pprofesional dan dapat dipertanggung-jawabkan




dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing dan akuntabel termasuk
didalamnya beberapa besaran standar biaya yang belum ditetapkan oleh kepala
daerah. Sebagai bahan perhitungan besaran biaya standar B elanja para kepala

96/PMK..02/2006

JA DAN ANGGARAN
H (RKA-SKPD) :

A. Umum :

Dalam rangka mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be

Daerah (RAPBD), Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran, menyusun

anja

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA

Rencana Kerja dan Anggaran berupa prakiraan belanja yang akan

disampaikan oleh DPRD untuk dibahas lebih lanjut dan hasilnya disampaikan kepada

upati/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah seb

agai bahan penyusunan Rancangan

1 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Daerah tentang Anggarar

APBD vang telah disetujui DPRD merupakan Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK A-SKPD) dengan rincian unit

organisasi, fungsi, program kegiatan, jenis belanja, dan pelaksanaan

nya dituangkan

dengan keputusan Bupati Kutai Timur.

B. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemngkat Daerah (RKA-SKPD) :

Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

merupakan rancangan serta merupakan rincian secara jelas dari kegiatan maupun

pembiayaannya.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :

. Pendekatan keran

oka pengeluars

n jangka menengah
n dalar

. Pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan

berisi perkiraan kebutuhan

anggaran untuk program dan kegiata

1 tahun anggaran berikutnya

dan penganggaran.

. Pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengar

keluarar

vang dlhmpkan ten

nasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan

keluaran tersebut.
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Kegiatan penelaahan dan asisstensi kegiatan satuan kerja dan pembiayaannya

dilaksanakan oleh unsur Bappeda, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan

Sementara (PPAS). Hasil evaluasi dan

penelaahan tersebut akan dipakai sebagai

Rancangan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur yang akan disahkan

dan disetujui o'eh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan sebagai platform

Anggaran Belanja efektif pada tahun berjalan.

KA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-

masing program dan Kkegiatan, serta rencana pembiayaan

untuk tahun yang

direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapat

n, belanja dan

pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat
informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi

kerja yang akan dicapai dar1 program da

jaan anggaran berdasarkan prestasi

7 Rersifat lebih fleksibel (dapat melakukan pergeseran sepanjang berada dalam
lingkup sasaran strategis). |
3. Bersifat mudah dievaluasi terutama keterkaitan

‘antara sasaran strategis yang ingin

dicapai dengar

 jumlah dana yang dialokasikan.

4. Perspektif jangka panjang.

~. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) :

Adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

anggaran

digunakan sebagai dasar pelaksanaan

oleh pengguna anggaran :

PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

ditetapkan,

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan
rancangan DPA-SKPD.

« Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,

kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapata

1 yang diperkirakan.

. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada

PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemb eritahuan disampaikan.




« Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD

bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.

. Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD, diselesaikan paling lambat 15 (lima belas)

hari kerja. sejak

APBD.

« Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran dengan kepala SKPD, PPKD

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

« DPA-SKPD vang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada kepala SKPD
yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan kepada BPK
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

« DPA-SKPD vang telah disa

anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ba

kan PPKD digunakan sebagai dasar pelaksanaan

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 tetap berorientasi pada

anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang

mengutamakan keluaran/hasil d

ram vang akan atau telah dicapal

schubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
melaksanakan

terukur secara jelas indikator kinerjanya yang

terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk

direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.

Selain dari pada itu, dalam
l
dilakukan selama ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam
2006, dalan

APBD Tahun Anggaran 2007 tidak lagi dikenal

anja Publik dan Belanja Aparatur sebagaimana yang telah

adanya Anggaran Be

Negeri Nomor 13 Tahun

 menyusun APBD Tahun Anggaran 2007 ditekankan pada penyusunan

anggaran yang terpadu (unified budgeting)

dimana dalam penyusunan rencana

keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk selus

uh jenis belanja guna

melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian

APBD secar:

oaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja.

efisiensi alokasi dana. Penyusunan

 terpadu selaras dengan penyusunan

Langkah-langkah yang harus dilakukan

D pada tahun anggaran 2007 yaitu :

intah daerah dalam

menyusun APB

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
2. Pembahasan
pemerintah daerah dengan DPRD.

dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara
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3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon
Anggaran (PPA) antara pemerintah daerah dengan DPRD.

5. Penyusunan dan penyampalan surat edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.

6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan

rah tentang APBD.

rah tentang penjabaran APBD.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu
menyusun APBD Tahun Ar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut :

kan perhatian dalam

goaran 2007 berdasarkan

1. Format Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) sebagai berikut :

a. Format KUA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 ;
b. Format PPAS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mentert Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk kolom Plafon Anggaran

kelompok

-

Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung masing-masing

ditambah dengan kolom jenis belanja sebagaimana tertuang dalam Format

sebagai berikut:

PLAFON ANGGARAN MENU}

UT ORGANISASI

PLAFON ANGGARAN

BELANJA TIDAK . BELANJA
LANGSUNG | " LANGSUNG

URUSAN | | TINAT AL
PEMERINTAHAN . JUMLAK
DAERAH DAN | | 5 e
ORGANISASI |

. KODE |

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga

Belanja Pegawai
Belanja Bagi Hasil

Belanja Pegawai
Belanja Modal

Belanja Hibah
Belanja Barang dan Jasa

“Bantuan Keuangan

5: Bﬁéiaﬁja Subsidi

ANGGARAN
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2. Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang tercantum dalam Lampiran sebagal
berikut :

a. Format nota kesepakatan KUA terlampir ;

b. Format nota kesepakatan PPAS menggunakan terlampir, untuk kolom Plafon

Anggaran kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung

masing-masing ditambah dengan kolom jenis belanja sebagaimana tertuang

dalam format sebagai berikut :

PLAFON ANGGAR

AN MENURUT ORGANISASI

PLAFON ANGGARAN

BELANJA TIDAK BELANJA
LANGSUNG . LANGSUNG

| URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
ORGANISASI

JUMLAH
PLAFON

KODE
2 | ANGGARAN

Belanja Hibah

Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Bagi Hasil

Bantuan Keuangan
Belanja Pegawai

Belanja Tak Terduga

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

-~y

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :

a. Anggaran Pendapatan :

Penganggaran pendapatan dikelompokke

Asli Daerah, Da

garan Pendapatan

na Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

' Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari pajak

daerah. hasil pengelolaan kekayaan

daerah vyang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada

erja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Satuan K

3) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari

retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,

raan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan

isahkan dan hasil pemanfaatan atau

tidak dipisahkan yang dibawah

pendayagunaan

kekayaan daerah yang

penguasaan pengguna anggaran/penggun

a barang dianggarkan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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4) Dalam rangka memenuhi aspek dan akuntabilitas, setiap

pendapatan yang dianggarkan supaya dicantumkan dasar hukumnya (dapat

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan

Daerah).

b. Anggaran Belanja:

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja

langsung dengan uraian sebagai herikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung memp can belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berken

dengan hal tersebut maka dal

belanja tidak langsung digunakan untuk

mencantumkan anggaran :

Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil vang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

in Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

path belanja masmg—masmg Sa;s 1
b) Acress (prakiraan kenaikan) belanja pegawai ditambahkan pada rincian
obyek gaji pokok PNS dalam obyek belanja gaji dan tunjangan;

¢) Tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka

peningkatan kesejahteraan

pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat
bertugas atau kondisi kerja atau kdangkaan profesi atau prestasi kerja.

Tambahan penghasilan

tersebut berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

d) Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,

tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi,

tunjangan panitia ar

ggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat
kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan
perus

uang jasa pengabdian dianggarkan d

\ahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jen: zah dan

lam Belanja DPR D, sesual dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan ;

tunjangan serta dan biaya penunjang operasional kepala daerah

dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ;
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Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya
pemungutan pajak daerah dianggarkan pada belanja Dinas Pendapatan

Daerah, apabila daerah belum membentuk SKPKD ;

' Belanja bunga. belanja subsidi, belanja hibah,

as
N’

belanja bantuan sosial
termasuk bantuan untuk partai poiitik, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada Sekretariat
Daerah, apabila daerah belum membentuk Satuan Kerja Pen
Kuangan Daerah (SKPKD).

elola

2) Belanja Langsung

Belanja | zlangsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan prograr
dig

1 dan kegiatan. Input belanja yang

inakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program

dan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah

kerja. be'anja bar:

1 serta belanja modal.

1 dan

Terkait dengan penganggaran belanja langsung untuk mendanai prograr

kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam pengkodean program dan

kegiatan

supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a) Kode program dan kegiat

n yang tercantum dalam petunjuk teknis ini
n Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
khususnya untuk setiap prograr

ko

mengacu pada Perature

. dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD,
de dilakukan sebagai berikut :

kode urusan wajib (kode ar

pengisian

(1) Kolom pertama dusi dengan

igka 1)atau

urusan pilihan (kode angka 2).

(2} Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah
berkenaan. ﬂ

(3) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi / SKPD
urusan pemerintahan berkenaan.

(4) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program

kegiatan berkenaan.

egiatan yang ada pada setiap SKPD yang
» APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan

\ kebutuhan daerah.

dianggarkan dalan

dengar

(6) Untuk pencantuman kode program/kegiatan tersebut supaya

diurutkan setelah kode terakhir yang tercantum dalar
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b)

et

Khusus untuk kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (1) dan (2)

li atas, pada saat mengisi kode rekening yang tercantum menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

n APBD agar digabung menjadi satu kesatuan pada kolom

pertama untuk pengisian kode rekenin berkenaan.

Kode program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan
pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran, pengisian kode
dilakukan sebagat berikut :

(1) Kolom pertama diisi dengan kode urusan wajib (angka 1) atau urusan

pilihan (angka 2).

(2) Kolom kedua diisi dengan kode urusan pemerintahan daerah

berkenaan.

Terhadap kolom pertama dan kolom kedua pada huruf (a) dan

menjadi satu kesatuan (pada kolom pert

ma) dalam pengisian

kode rekening untuk :

- Rincian APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Lampiran

- Penjabaran APBD pada Lampiran

(3) Kolom ketiga diisi dengan kode organisasi pemerintahan yang

melaksanakan urusan tersebut.

(3) Kolom keempat dan kelima diisi dengan kode program dan kode

kegiatan berkenaan.

Terhadap program / kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan yang

dianggarkan dalam APBD dapat ditambah dan/atau disesuaikan dengan

kebutuhan daerah.

transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam

pencapaian prestasi kerja, maka setiap prograrx

/kegiatan yang didanai dari

am/kegiatan tersebut dilaksanakan.
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Belunja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.
Aset tetap sebagaimana dimaksud sepanjang memenuhi kriteria:

(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Merupakan objek pemeliharaan.

(3) Jumlah

nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Nilai pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap yang

dianggarkan dalam jenis belanja modal program dan kegiatan hanya

sebesar harga bell/bangun aset tetap. Untuk belanja honorarium panitia

pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh

setiap aset tetap tersebut, dianggarkan dalam jenis belanja pegawal

dan/atau jenis belanja barang dan jasa untuk program dan kegiatan

berkenaan.

rcaran Pembiayaan :

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1) Penerimaan

2)

a)
b)
c)
d)

pembiayaan, mencakup :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumr

ya (SILPA);
Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

Penerimaan piutang daerah;

Penerimaan kembali penyertaan (investasi) daerah.

Pengeluaran pembiayaan, mencakup :

a)
b)
c)
d)

Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal (investa:

i) pemerintah daerah;
Pembayaran pokok utang;

Pemberian pinjaman daerah.
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3) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA) :

a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk

E

menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit

APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup

defisit anggaran yang direncanakan.

b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah

selisih lebih perhitungan anggarar
dalam APE

| pada tahun lalu yang dicantumkan

D 2007 juga masih angka estimasi.

¢) Dalam perubahan APBD tahun 2007 sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanal program

dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya

menjadi sama dengan nol.

d. Penyesuaisn Kode Rekening dalam Masa Transisi :
1) Penyesuaian Kode Urusan Pemerintahan dan Kode Organisasi :

Berhubung saat ini organisasi/satuan

kerja perangkat daerah ada yang

menangani beberapa urusan pemerintah, maka sambil

menunggu
iti PP Nomor 25 Tahun 2000

Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otono:

ditetapkannya peraturan pemerintah penggar

tentang Kewenangan

PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,

maka untuk pencantuman kode urusan dan kode organisasi perlu dilakukan

penyesuaian dalam pengkodeannya.

dengan hal tersebut,
pencantuman kode urusan dan kode organisasi supaya mempedomani tabel
di bawah ini :
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| KODE KODE |
[ URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
— | I -
I |
1 | URUSAN WAJIB
| |
| | |
1. | 01 | Pendidikan |
'| | | 1.01.01 | Dinas Pendidikan B
| | 1.01.02 | Dst....
|1 02 ' Kesehatan |
1.02.01 | Dinas Kesehatan |
| | | -
| | | 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah
| | ‘Ir
1.02.03 | DStuumoovveeeeeeeeeeeeeesssssmssssssreneeeeee
1. | 03 | Pekerjaan Umum
% 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum
| o 1.03.02 | Dst .o
1. | 04 | Perumahan
T
1. { 05 %Penataan Ruang
—
1. | 06 | Perencanaan Pembangunan
| | —
] 1.06.01 | BAPPEDA |
] 1.06.02 | Dst ......... J
1 )
1. | 07 |Perhubungan |
| o 1.07.01 | Dinas Perhubungan |
L 1.07.02 | Dst...... |
I T
1. | 08 | Lingkungan Hidup |
| 1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup |
| s 1.08.02 | DSt.oroiireeeeeeeeeeereeeceeereeeeen.
| | | {
1. |09 | Pertanahan
. 1.09.01 | Badan Pertanahan Daerah
| | 1.09.02 | DStooreemereeeeeeerieecnieeeieeeienns |
| R — _ A |
L | - |
1 i 10 ' Kependudukan dan |
o Catatan Sipil
| | Dinas Kependudukan dan |
1 [[ | L1001 | ptatan Sipil
| . 1.10.02 | Dst... |
I : !' I
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T
|
|
|
i

1. 11 iPemberdayaan Perempuan
——
| | 19 | Keluarga Berencana dan
. *” | Keluarga Sejahtera )
{ j |
i j :
1. | 13 Sosial
1.13.01 | Dinas Sosial |
] 1.13.02 | Dst......... |
| 14 | Tenaga Kerja
l L | 1.14.01 | Dinas Tenaga Kerja
e 1.14.02 | Dst...... |
i; | 5 | Koperasi dan Usaha
| 7 | Kecil Menengah B
| L Dinas Koperasi dan Usaha |
| l | B 1.15.01 | ey Menengah |
L] 8 E 17 D oY SO
L ~
16 E Penanaman Modal |
- Badan Perenc. Penanaman
i_ | 1.16.01 Modal
o 1.16.02 | Dst......... |
— : > —
' 17 | Kebudayaan |
| T
B
[ 18 | Pemuda dan Olah Raga |
| | ; |
| | 19 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| - Dalam Neger! |
| 1.19.01 | Dinas Kesbang Limmnas |
. : ; 1
I 1.19.02 | Dst...... _]
SN -
| | 20 | Pemerintahan Umum |
| { 1.20.01 | Dewan Perwakilan Rakyat ;
5| l 12002 Eepa]a Daerah & Wakil
L £ | ) | Kepala |
L 1.20.03 | Sekretariat Daerah B
] 1.20.04 | Sekretariat DPRD |
l ‘. E yan |
| | 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan
| S N Daerah o
| . 1.20.06 | Badan Penelitian dan |
| — o Pengembangan |
l | | 5
| ll 1.20.07 | Badan Pengawasan Daerah
| T i
| | 1.20.08 | Kantor Penghubung |
o 1.20.09 | Kecamatan
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l l' : 1.20.10 | Kelurahan
1 } | 1.20.11 | Dst......

S B T} S

'Kepegawaian
f

1.21.01

Badan Kepegawaian Daerah

1.21.02

' Dst

' Pemberdayaan

i
N S ———

'‘Masvarakat Desa

1.23.01

.

| L Badan Pemberdayaan

| | 1.22.01 Masyarakat Desa )
. 1.22.02 | Dst

:f i a -
_
1. 23 |Statistik

Kantor Statistik Daerah

1.23.02

Dst

' Kearsipan

S e e e e B
h 4

i' Komunikasi dan Informatika

dan |

—_ 1 4 ; Dinas Informas:

1 ) 1.25.01 | Komunikasi/Basimpekab
] 1.25.02 | Dst.......

|

[Q . | URUSAN PILIHAN

}

o

'Pertanian
1

|

1 i ; 2.01.01 | Dinas Pertanian

2.01.02 | Dinas Perkebunan

r : f 2.01.03 | Dst :

— T |

Kehutanan
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‘ | | r -
| - 2.02.01 | Dinas Kehutanan

| 2.02.02 | Dst ... |
— - _h
2 |03 ﬁ-iEnérgi” dan Sumberdaya 11
| ____Mineral B
] 2.03.01 | Dinas Pertambangan |
| L o .
2.03.02 | Dst......
| | _ | |
2. 04 Pariwisata |
b |
| : 2.04.01 | Dinas Pariwisata ’|
] 1 2.04.02 | Dst......... ‘
T
| | |
!L | | ‘_J;
2 05 Kelautan dan Perikanan |
«-
. 2.05.01 Du{as Kelautan dan |
| | ; | Perikanan j
] 2.05.02 | Dst......
o
I S O — -
2. 06 Perdagangan
| L |
1 T
| |
:, - | |
2. 07 Perindustrian | |
| L |
| | ? : . . |
| | l 2.07.01 Dinas perindustrian dan |
| -5 | perdagangan |
] 2.07.02 | Dst...... |
| |
L |
2 08 Transmigrasi |
— |
N 2.08.01 | Dinas Transmigrasi
A 2.08.02 | Dst......

Contoh penggunaan tabel kode urusan pemerintah dan kode organisasi:

Organisasi/Dinas Pekerjaan umum yang saat ini menangani urusan pekerjaan umum,

maka pengkodeaannya sebagai berikut :




Kode organisasi
Kode program

Kode urusan

- 1.03.01

| Kode rincian obyek

25| Kode akun
2| Kode kelompok

(P8

ﬁ Kode kegiatan
; Kode obyek

§ Kode jenis

%
| P4

Cara membaca pengkodean tersebut :

- Urusan pekerjaan umum (Kode 1.03 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum (Kode 1.03.01)

2) Penambahan kode obyek pada jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Daerah diperkenankan menambah kode obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan itu untuk penyeragaman
secara nasional terhadap kode obyek tersebut, penambahan tersebut supaya
terlebih dahulu diinformasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

3) Penambahan kode rincian obyek pada ohyek pendapatan belanja dari

pembiayaan Daerah diperkenankan menambah kode rincian obyek

pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan
itu untuk penyeragaman secara nasional terhadap kode rincian ohyek tersebut,
penambahan tersebut supaya terlebih dahulu diinformasikan kepada Menteri

Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

e. Penyusunan RKA-SKPD:

1) Penyusunan anggaran berdasarkan prakiraan maju [forward estimate) :

Pasal 37 PP Nomor 58 Tabun 2005 menegaskar

 bahwa penyusunan RKA-

SKPD dengan pendekatan pengeluaran jangka menengah dilakukan dengan

menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk
program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari

tahun anggaran vang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana

untuk pelaksanaan program dan kegia

an tersebut pada tahun berikutnya.

Berkenaan

dengan hal tersebut, dalam menganggarkan belanja untuk

mendanai kegiatan vang sama dan/atau kegiatan yang ada keterkaitan dalar
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pencapaian sasaran program, supaya mencantumkan perkiraan kebutuhan

anggaran pada tahun mendatang yang dituangkan dalam kolom (n+1) pada RKA-

SKPD 2.1 dan RKA-SKPD

2.2. Proyeksi kebutuhan anggaran belanja tahun
anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan tersebut supaya dilakukan dengan

cermat dan mempertimbangkan tersedianya dana.

2) Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD

a) Belanja tidak langsung vang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja pegawai

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan

kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

b) Belanja tidak langsu

g yang dianggarkan dalam SKPKD mencakup belanja

pegawai dalam bentuk gaji dan t

njangan serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, belanja bunga, belanja subsidi. belanja hibah,

hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

belanja bantuan sosial tern

tuan untuk partai politik, belanja bag:

3) Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) supaya dijadikan pedoman

bagi Daerah dalam menganggarkan setiap

program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD.

4) Analisis Standar

Belanja (ASB)

dan Standar Satuan Harga

Dalam sistem anggaran herbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan

kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajaran

iya. Dalam kaitan 1tu perlu

terlebih dahulu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB

) sebagal pedoman yang
digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program
atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran

dalam ASB mencakup kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja dengan mempertimbangkan kaitan logis

antara progra

vVkegiatan vyang diusulkan dengan PPAS, kesesualan antara

bersangkutan dan kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan

Vkegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

pada tingkat pencapaian yang dungini

an dan dalam jangka waktu satu tahun

anggaran.

Sedangkan penilaian

n biaya harus mempertimbangkan kaitan

antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian Kinerja (standar biaya),
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f. Penyusunan dan Penetapan Perda tentang APBD

Berdasarkan

kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku dan kaitan antara biaya

yang dianggarkan serta target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber dana untuk mendanai
program dan kegiatan, supaya terlebih dahulu ditetapkan Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK) dengan keputusan kepala daerah. Penetapan standar satuan

harga tersebut didasarkan pada satuan harga pasar yang berlaku.

Pembahasan |

{A-SKPD oleh TAPD

RKA-SKPD vyang telah disusun oleh mas\‘ing-masin;g organisasi satuan
kerja perangkat daerah selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan

tersebut dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPL

PPAS. prakiraan maju yang disetujui tahun sebelumnya, dan dokumen

perencanaan lainnya. Selain itu penelaahan RKA-SKPD ditekankan pada capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, analisis standar belanja,
standar satuan harga. standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan

kegiatan antar SKPD.

lah dibahas oleh TAPD

, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) menyusun dan menetapkan raricangan peraturan daerah

9)

. Pembahasan
 Persetujuan DP]

) dengan tahapan sebagai berikut :

Penvusunan Batan

Penyusunan Lampiran RAPBD

) Penyampaian RA

RAPBD dengan DPRD

RD terhadap Raperda tentang APBD

paian Raperda tentang APBD kepada Gubernur guna dievaluasi.

Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi,

dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan

dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD selanjutnya Kepala Daerah menetapkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah.
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10) Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan

APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.

Penyempurnaan beberapa format dan tata cara pengisian Lampiran Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD :

)

Lampiran Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD ditambah 1 (satu) Lampiran

yaitu Lampiran Rekapitulasi Penggunaan

Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan

Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran dalam for

mat sebagai
berikut :

| KABUPATEN KUTAI TIMUR
REKAPITULASI PENGG ‘%AAN SUMBER "ANA M‘ENURUT *« NIS

G

BELANJA

@
"
=k
>,

SUMBER DANA

Jna) JOWON

IVMYDHd
VINY 194

VANNIVI

VM VDI

VINV1dd

VSVI 7 ONVIVE | & 5

VINV T34

ueSueped BUBp UBYN-UqUId

Suein yoyod ueiedequiad

yesoep ueweluld uenaquad

HVTIASL

2

£ ﬁ

ey

oo

Cel-uuawad (1seIs9AUL) [epow m@ua;{mgf;

oy

fanrli,

12

PENDAPATAN

11

P’enﬁiépmm asli daerah |

1.1.1

| Pajak Daerah

1.12

Rembum Dﬁemh

1,13

| Hasil
| Kekayaaﬂ Daerah yang

Pengelolaan

Lam lam

Pendapatan |
| Asli Daerah yang sah |

Dana perimbangan

Dana  Bagi  Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak

| Dana Alokasi Umum

| Dana Alokasi Khusus _
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Lain-lain pendapatan
- daerah yang sah

Hibah

' Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
lainnya

Dana Penvesuaian dan
Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari |
Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya

JUMLAH |

PEMBIAYAAN
DAERAH

| a }

' Penerimaan pembiayaan

Lol

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran  sebelumnya
(SiLPA)

Pencairan dana
 cadangan

Lad

| Hasil penjualan |
| kekavaan Daerah yang
dipisahkan

1ad

14

Penerimaan  pinjaman
daerah

Lo

]
£
in

~ Penerimaan kembali
 pemberian pinjaman

)

1.6

Penerimaan piutang !
daerah

---- tanggal ---2007
Bupati Kutai Timur,

(tanda tangan)

Lampiran Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dala

m rangka Pengelolaan Keuangan Negara :

Format Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD, rekapitulasi belanja dacrah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah yang semula belum mencantumkan kolom bela

nja tidak

langsung supaya disempurnakan menjadi sebagaimana tertuang dalam Format sebagai

berikut :




KABUPATEN KUTAI TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN
DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007
I
1 BELANJA TIDAK
ii LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KODE URAIAN A NGI JUMLAH|
| RA
IE PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI DAN JASAMODAL
j - 8=3+4+5“
| 1 , 2 3 4 5 6 7 +6+7
01 L Pelayanan umum
011106 | Perencanaan
'~ | Pembangunan
01|1!20 | Pemerintahan Umum
or{1i21] Kepegawaian
01]1]23 | Statistik
01 l} 11 24 1 Kearsipan
P | s o, .
01!1 | 75 | homumlu_.fm & Informatika
| . (SIMPEKAB) B
021'; 1 1 Pertahanan
035 1 Ifieterﬁhan dan |
| i keamanan
|
|

| 1 | 19 . Kesatuan Bangsa & Politik Dalam

; Negeri

04 l \ g Ekonomi
1 -

04 |1 II 14 |‘ Tenaga Kerja dan
P Transmigrasi
|15 | Koperasi & Usaha

0411 Kecil M.Enf:-ngah

— ——— e m— — o B

04 il I\l() ' Penanaman Modal
i I
b

04 |1 ', | Pemberdayaan
\“ | Masyarakat dan Desa |
! j !
i |
04 |2 |01 | Pertanian
1

04 {2 {02 | Kehutanan

04 {2 |03 | Energi & S.daya Mineral |
| i ' Kelautan dan -
4 12 ': )
042 | 05 | Perikanan |
04 |2 !06 Perdagangan

Perindustrnian

o
=
J
o
-]

04 12 108 | Transmigrasi

05| | | Lingkungan hidup

| | : J
05 |1 (08 | Lingkungan Hidup ;

05 |1 !:{)0 . Pertanahan
—— _JT - —— e

Perumahan dan
fasilitas umum




D. Teknis I

enyusunan Perubahan APBD :

Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD yang selanjutnya disebut
Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau
prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujul
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan
Kebijakan Umum APBD dan PPA yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD

dan Kepala Daera

.. Perubahan Peraturan Daerah tentang APE
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Ar

biasa.

D hanya dapat

iggaran, kecuali dalam keadaan luar

1. Kriteria Perubahan APBD :

Perubahan

berikut :

APBD dilakukan

dengan memperhatikan kriteria sebagaimana

a. Perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi Kebijakan Umum
Perkembang

(KUA), mencakup :

an yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan

1) Perubahan asumsi ekonomi

kemampuan fiskal daerah.

2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.

3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja
daerah.

4) Adanya kebijakan dibidang pembiayaan, sehingga harus
Perubahan APBD.

dilakukan

ancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan

APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
1) Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya:

2) Program

dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditan

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan

3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai ;
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4) Capaian target Kinerja progr am

dan kegiatan yang harus ditingkatkan

dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi KUA.

b. Keadaan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi. antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja dapat dilakukan dengan cara merubah
APBD. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau
n dimaksud.

peraturan daerah tentang

pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggare

c. Keadaan yang menyebabkan saldo an

lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk :

1) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang

i anggaran yang tersedia mendahului perubahan APL

2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang:

3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah;
4) mendanai kegiatan lanjutan;

5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan; dan
6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan

dari vang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran

berjalan vang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian

pembayaran dalam tahun anggar:

n berjalan.

d. Keadaan Darurat :

1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai b erikut:

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

" memiliki dampak vang signifikan terhadap

anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

| Dalam keadaan

darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan kredit

anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan pengeluaran yang belum

rancangan

tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam




4)

) Dasar pengeluaran untuk kegiatan
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perubahan APBD.

Dalam hal kredit anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penj adwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. Penjadwalan

ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun

anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Kriteria belanja untuk keperluar

mendesak tersebut mencakup program

dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya
yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak tersebut

-SKPD.

diformulasikan terlebih dahulu dalam RK.

bersifat darurat yang terjadi setelah

BD tersebut diformulasikan terlebih dahulu

RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh

pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) setelah memperoleh

persetujuan dari sekretaris daerah.

. Keadaan Luar Biasa :

5)

Criteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan

Perubahan APBD yang kedua kali.

| Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Persentase 50% (lima puluh persen) n

dan belanja dalam APBD.

rerupakan selisih antara pendapatan

Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat
kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk

bah kegiatan baru dan atau menjadwalkan ulang/meningkatkan

capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran

berjalan.

Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru tersebut diformulasikan

terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
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6) Sedangkan pendanaan terhadap penj adwalan ulang/peningkatan capaian

target kinerja program dan kegiatan di formulasikan terlebih dahulu dalam
DPPA-SKPD.
7) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD tersebut digunakan sebagai dasar

nenyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

8) Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD

sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat

dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalan

 tahun anggaran berjalan.

Kepala Daerah tentang Penjabaran

*
|

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

D tahun anggaran sebelumnya
ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan

berikutnyva.

3. Cakupan Rancangan Perubahan APBD :

enampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.

gram dan kegiatan yang baru.

ran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam
1 anggaran sebelumnya (DPA-L).

d. Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang

mengalami perubahan

serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan.

Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD :

a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan,

target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan ]




anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan

D. cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD atau tidak

perlu dengan menyusun RKA-SKPD baru ;

b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD,
A-SKPD ;

harus diawali dengan penyusunan dokumen RK

¢. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam

tahun anggaran sebelumnya dalam perubahan APBD, tidak perlu diawali

dengan menyusun RKA-SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.

5. Pengajuan Perubahan APBD :

a. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD

tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan

Agustus tahun anggamﬂ berjalan, untuk dibahas.
b. Kesepakatan kebijakan

paling lan

umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD

\bat pada minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan

dituangkan dalam nota kesepakatan.

¢. Apabila DPRD belum menyetujui rancangan tersebut sampai ak

September, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.

d. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah

kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan dari DPA-SKPD yang

ditetapkan semula berdasarkan APBD (induk).

e. Surat Edaran Kepala Daerah dimaksud ditetapkan paling lambat minggu

ketiga bulan Agustus tahun anggaran berlajan.

f Surat Edaran dimaksud memuat

mengenai PPA perubahan APBD yang
dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat

ah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan,

ram dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar

kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan

SKPD dan/atau DPASKI]

. an batas waktu penyampalan RKA-
PD yang telah diubah kepacla PPKD dan hal-hal

lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-

prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja serta dokumen

mum perubahan APBD, PPA perubahan

sebagai lampiran meliputi kebijakan u
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o. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah ; dan:
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran.

{euangan Daerah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran Daerah (PPA) (fisik/keuangan), dibawah

. Sekretaris Daerah. Dalam hal belum dibentuk Satuan Badan Pengelolaan

koordinas

Keuangan Daerah setingkat SKPD maka dalam hal ini Bupati akan menunjuk seorang

pejabat dalam mengelola keuangan daerah yang tugas pokoknya sebagai

Bendaharawan Umum Daerah.

(KPKD) mempunyai tugas koordinasi di

. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APE

a 3D
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rmcmgan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahar
pelaksanaan APBD:

e. tugas-tugas pejabat perencana daera
daerah; dan

'dan pejabat pengawas keuangan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

KD juga mempunyai tugas :

o P

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
¢. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
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10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala

11.

. Apabila dipandang perlu dan

satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak

sebagai bendahara umum daerah.

Tugas Pejabat Pengelola Keuas

gan Daerah (PPKD) antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD

b. Menyusun Rancangan APBD dan rancangan pembahasan APBD

c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
d. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah.

e. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan

Tugas Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah (PPA) antara lain :

a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

¢. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

d. Melaksanakan pemungutan penerimaar

1 bukan pajak.
e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab, satuan kerja

peran

gkat daerah yang Dipimpinnya.

f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah yang Dipimpinnya.
g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja pemngkat daerah

yang DIPimpinnya.

h. Mengevaluasi kinerja yang terkait dengan belanja langsung (prognosis) pada

pertengahan semester maupun belanja tidak langsung.

mendesak satuan kerja selaku Pejabat Pengguna
Anggaran dapat mengangkat dan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada beberapa

pejabat struktural eselon IIl yang menguasai, ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat

Pengguna Anggaran (KPPA) dan menunjuk Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan serta
beberapa pejabat struktural eselon IV dan personil yang menguasai ditunjuk sebagai

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).




14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan / Pelaksana Teknis Kegiatan dalam tugas

mengelola kegiatan dapat dibantu oleh beberapa staf teknis dan Bendaharawan
Penerima dilingkup SKPD dalam mengelola keuangan dapat dibantu oleh Pembantu

Pengelola Keuangan

/ Barang.

Peiabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Keuangan dan

barang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Daerah sebagai Pengguna Anggaran
dengan surat keputusan, berdasarkan masukan Pejabat eselon III (Pengendali

Pelaksana kegiatan) dan Kepala Tata Usaha unit SKPD terkait.

Bila dipandang perlu oleh Pejabat Pengendali Pelaksana Kegiatan dapat memberi

advice teknis kepada Pejabat Pengguna Anggaran agar Pelaksana Kegiatan dapat

dipisah berdasarkan cakupan luas wilayah kendali/kompleksitas kegiatan dengan

menetapkan [*claksana Teknis Kegiatan non struktural.
Bila dipandang perlu Pelaksana Teknis Kegiatan dapat dibantu oleh beberapa Staf
Teknis Lapangan dan Bendaharawan Penerima dapat dibantu oleh beberapa Staf

Teknis Keuangan dan beberapa Pembantu B

melalut Surat Keputusan

oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Surat Keputusan tersebut diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan

tembusan kepada Bupati, Ketua Bappeda, Kepala Bawasda

dan Bendaharawan Umum Daerah.

Alokasi Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)
merupakan jumlah plafon anggaran maksimal bagi SKPD/Badan/Instansi, Pejabat

beiabat Pengendali Pelaksana Teknis Kegiatan/ Pelaksana

Pengguna Anggaran/
Teknis Kegiatan dilarang mengadakan ikatan yang berakibat terlampauinya batas

anggaran yang tertuang dalam DPA.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah

21.

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang, yang juga melaks:

1akan pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD vang
Bendahara Umum Daerah.

bertindak dalam kapasitas sebagati
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24.

25

26.

27

28.

29.

3. Penceuna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

penggunaan barang milik

daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

. Kuasa Pengouna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD

Adalah pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

. Pejabat Pengelola Tek

nis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat

pada unit SKDP yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dal

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fung

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungj awabkar
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

uang

{ EVALUASI KEGIATAN :

A. ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggara

n 2007 meliputi aspek-aspek antara lain
sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara kegiatan dalam DPA dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta tetap dalam arah dan koridor
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Platform Anggaran Sementara
(PPAS)., Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta







